




 PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Bahwa setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota 
Bengkulu wajib mencatumkan label Halal, karena setiap orang yang 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada,di dalam, 
dan atau di kemas pangan, sebab yuridis telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 tahun 1999tentang Label dan Iklan Pangan wajib 
mencantumkan label halal. 
2. Penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak 
beredar di Kota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen 
makanandalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal, 
kurangnya pengetahuan produsen makan kemasan terhadap sertifikat dan label 
halal, kurangnya sosialisasi terhadap sertifikasi dan label halal, dan belum 
tegasnya aturan hukum mengenai sertifikasi dan label halal. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah 
beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal  di Kota 
Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap makanan 
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dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lemahnya sanksi yang diberikan 
terhadap produsen makanan. 
B. Saran 
1. Hendaknya LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dan BPOM 
Propinsi Bengkuludalam menjalankan peranan sebagai lembaga pengawas 
lebih efektif  mengawasi makanan kemasan yang belum menggunakan label  
halal. 
2. Hendaknya terhadap produsen makanan dalam kemasan lebih meningkatkan 
kesadaran hukum mereka untuk menggunakan label halal terhadap produk 
makanan mereka. 
3. Hendaknya Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Bengkulu melakukan 
gebrakan untuk mendorong agar para pelaku usaha atau produsen makanan 
ringan dalam kemasan mendaftarkan produk mereka ke LPPOM MUI untuk 
mendapatkan sertifikat dan label halal. Hal ini perlu dilakukan agar konsumen 
muslim dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi dari makanan yang 
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